BAB III

ah diuraikan,

memberikan saran sebagai be
1. Guna menghindari nasa ampu mengembalikan kredit, maka
BRI Unit Sewon Cabang harus lebih teliti dalam menganalisa

kredit yang diajukan oleh calc
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2. BRI Unit Sewon Cabang Bantul perlu memperhitungkan apakah jaminan

dan/atau asuransi kredit sudah cukup aman untuk menutupi risiko yang

daftarkan fiducianya
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